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BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan dengan merujuk 

pada permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan polisi tetap tidak mengajukan anak kedalam 

proses peradilan dikarenakan, proses diversi tercapai. Dalam hal ini  

pihak korban menghadiri proses musyawarah yang di fasilitasi oleh 

kepolisian. Begitu juga tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

sebagai pelaku tindak pidana diancam pidana dibawa tujuh (7) tahun. 

Serta yang menjadi pertimbangan oleh polisi tidak mengajukan anak 

ke proses peradilan adalah tindak pidana yang di lakukan oleh anak 

merupakan bukan pengulangan atau tidak pernah di lakukan oleh anak 

tersebut. 

2. kendala yang sering menghambat penerapan upaya diversi 

yaitu paradigma masyarakat yang beranggapan bahwa setiap tindak 
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kejahatan yang dilakukan ada balasannya. Sehingga jika ada anak 

yang melakukan perilaku menyimpang harus dilaporkan ke pihak 

kepolisian untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Yang menjadi 

kendala utama dan sering menghambat proses diversi yang dihadapi 

oleh kepolisian dalam melakukan diversi adalah dari pihak korban 

yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku karena adanya kerugian 

besar yang dialami pihak korban. Bahkan ketika para pihak baik 

pelaku juga korban ingin didamaikan melalui proses diversi, 

pandangan masyarakat atau keluarga korban beranggapan bahwa polisi 

telah berpihak kepada pelaku dengan dugaan telah  dibayar oleh pihak 

pelaku atau keluarga pelaku sehingga pelaku tidak diproses ke 

persidangan.. 

 

 

2. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang disampaikan diatas, maka berikut ini 

adalah saran yang dapat penulis sampaikan kepada pihak terkait yang 

berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu  

1) Agar dalam melakukan proses diversi oleh aparat penegak hukum 

dapat terlaksana dengan baik diharapkan adanya dukungan dari 

pihak korban dan masyarakat. Dukungan kedua faktor tersebut 
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merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan deversi dan 

upaya diversi sebagai solusi yang utama dalam menyelesaikan 

permasalahan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.. 

2) Agar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dapat di 

ketahui oleh semua aparat penegak hukum begitu juga masyarakat 

seharusnya diadakan pelatihan secara berkala mengenai perubahan 

peraturan Undang-Undang yang baru agar polisi sebagai aparat 

penegak hukum dan masyarakat mengetahui bagaimana 

menyelesaikan persoalan yang menyangkut anak sebagai pelaku 

tindak pidana di luar litigasi dengan diversi sebagai solusi utama 

yang ditempuh. 
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